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KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 32 TAHUN 2001
TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN
PENGAWASAN DAFERAH KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

bBabwa  dengan  telall  ditetapkannya  Peraturan  Daerah
Kabupaten Muara Eniny Nomor 20 Tahun 2000 tenlsng
Pembentukan Organigasi dan Taln Kera Lembaga Teknis
Dacrah  Kabupaten Muoara  Eoim, maks dalam rangks
kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawasan  Daerab
perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Pengawasan Dacmah kabupaten Musra Enim

baliwa berdasarkan pertimbangan sehapaimana di maksud
haruf a perln menctapkan Keputnsan Bupati Muara Enim
tentang  Penjabaran Tagas Pokok dan Fungsi Badan
Pengawasan  Daerah Kabupaten Muara Enim.

Undang-undang Kepublik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959
lenlang Pembentukan Dacrah Tingkat 11 dan Kotapraja di
Sumatera Selatan | Lembaran Negara Republik [ndonesiz
Tabun 1959 Nomor 73, ‘Tambahan Lembaran  Negara
Fepublik Indonesia Nomor 1821 ) ;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tabhun 1999
wcntang Pemerintahan Daerah | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembasun
Negara Republik Indopesia Nomor 3839 ) ;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999
tenlang Perimbangan Keusngan antara Pemerintabh Pusat dan
Daerah | Lembaran Negara Republik Indonesia Talhun 1999
Momor 72, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesis
Noanor 3848 |

Undang-undang Republik [ndonesia Nomor 8 Tahun 1974
lentang  Pokok-pokok  RKepegawaian | Lembaran Negars
Kepublik Indonesia Tahun 19749 Nomor 55, Tambahan
Lembaran  Megara  Republik  Indonesia Nomor 3041

sebagaimana ...,



Menetapkan

2

sebagaimana telabh di ubah  dengan Undang-undang
Nomor 43 Tabhun 1999 ( Lembaran Negara Repubhlk
Indonesia Tabun 1999 Noemor 169, Tambabhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ) ;

|

Peratitran Pemerintah Republik [ndonesia Nomor 25 Tahbun
000 tentang  Kewenangan Pemerintabh dan Kewensangan
Propinsi schagal Dacrahl Oionom { Lembaran Negara
Republik  Indemesia Tahoen 2000 Nomor 31, 'Pambahan
Lembaran Negara Nomor 3932 ) ;

6. Peratuwran Pemerintah Republik indonesia Nomor 84 Tahun
20000 fentang  Pedoman  Organisas: Perangkal  Daerab
[ Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahon 2000 Nomor
1653) ;

7. Keputusan FPresiden Republik lndonesia Nomor 44 Tahun
1940 feptang Telmik penyusunan Permmturan Perundang-
undangan dan Bentuk  Hancanpgan  Undang-undang,
Rancanpgan  Peratiran  Pemerintal, dan Rancangan
Heputusan Presuden

8, Peraturan acrah Habupaten Muara Enim Nemor 16 Tabhun
2000 tentang Kewenangan  Pemenntah Kabupaten Muara
Enimn

9. Prraturan Dacrah Kabupaten Muarm Enim Nomor 20 Tahun
2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kena
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim,

MEMUTUSKAN -
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJADARAN
TUGAS PORKOE DAN FUNGS! PADAN PENGAWABAN DAERAH
KABUPATEN MUALA ENIM.
BAK 1
HETENTUAN UMUM

Pa=al 1

Dialam Kepolosan ind vang di meaksad dengan -

3.

Darrah adalah Kabupaten Muara Enun

Pemerintah Dasraly adalal Pemerintah Kabupaten Muara Enim,
Bupats adalah Bupati Musrs Foun,

CWakil Pupati adalalh Wakil Bupati Muaara Enim.

Bekretans Dacral adalab Sekretans Dacrah Kabupsten Muara Endm.
cBadan  Pengawasan Dacmah adalah Badan Pengawasan  Dacrah
Kabupaten Muara Faim,

Jepala Badan adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten
Muara Enim,

8. Kelompolk .- ie-



. Kelompok Jjabstan Fungsons! adasi=h oo pok Togawal Negen Sipil
vang di ben tupgas, wowrnaes dan ek sexars penubh obeh pejabat
vang berwenang untiok melsrssnobas Tegasisn veog sesual dengan
profest keahhsannya dalam rengks mendukung Kelmcsaran TUgas

FHRETALETLI tatian

HEDUDUKARN, TUGAR POHOK DAN FUNGS!
FHasal 2

(1} Badan  Peogawasan Dasersh merupakan unsur peounjang
Pemerintah Dacrah di bidang Pengawasan,

{2} Badan Pepgawasan Dacrab di pimpin oleh seorang kepala vang
berada di bawah dan heranggung jawab kepada Bupab melalm
Schkreians Dacraty

Pagal 3

Badan  Pengawasan  Daerah mempunyal  tagas menyelenggaraken

Peongawasan Umum  terhadap  pelaxsanaan Pemenniaban  Daemb,

Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan masvarakal di hnghunpgan

Pemenniah Dacrah dan Pemerintah Desa,

Prasal 4

Untuk menyelengparakan  tugas. tersebut pada pasal 3, Badan
Peogawasan Daerah mempunyal fungs: !

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan

b, Pelaksanann pemeriksaan terhaduap penyvelenpgaraasn pemerintahan
amam, pemerintaban daerah dan pemerintahan desa |

o.  Pelaksansan pengujian dan penilaian atas hasil laporan setiap
unsur di hngkungan Pemenntah Daceah |

. Pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atan pengaduan
e, FPelayanan telmis administranf dan fippsional,
ERLRERL
ORGANISASI]
Bagian Pertama
EUEUNAN ORGANISASI
Hasal &
Hadan Mengawasan [aeral terdind dari ¢

a Kepala...........



g Kesswhrersan Sosial

s Bxisny Porrkonomian dan Pembangunan
' gelolaan Keuangan Darcrah |

z. Keympok Jabatan Fungsional

Bagian Hedua
BEKRETARIAT
Pasal G
Seiortanat  mempunyal  lugas melaksanakan penyiapan  bahan
penyusunan program dan percneanaan, keordinasi pengawasan dan
membernkan pelavanan Administratif dan Fungsional kepadsa selurueh
unsur dilingkungan Badan Peogawasan Daerah,

amnl ¥

Untuk menyelenggarakan tpgas i maksud  pada pasal 6, Sckretanat
mempunyal fimngsi ;

4. Penviapan bahan keoordinasi pelaksanaan  penvasunan dan
peagendalian program lerja, pengawasan dan pelapora ;

B Menghuonpon, wengolah dan meanyvimpan laporan hasil pemeriksaan
/ pengawasan ;

o, penviapan  baban dan data dalamm orangka pembinaan teknis
fungsional |

d. penviapan dan  mengiventarisir bahan dan data dalam rangks
penatausahaan proses penanganan pengaduasan

£ Prlaksanaan pengelolaan administrasi kepegawalan |
£ Pelaksananan pengelobaan admimstrast keuangan |

g. pelaksanaan  UMsan unmum, rmmah tangga, perlengkapan, surat
menyvural dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;

h. pelaksanaan tigas lain vang diberikan olech atasan,
Hasal 8

Sekretanal lerdin dar:

a, Sub Bagian Penvusunan Progran ;

b, Sub Bagian Umum |

e Sub Bagoan Kensangan.
Pasal O

{1} Sub Bagian Penvusunan Program mempunyval tugas melaksanakan

peEnviapan ...



wNvIEnEN bahsn peovusunan dan penpgendaban rencans dan
DICEIED EcTja peogawasan, menghimpun perafuran perundang-
undangan rokumentasy, pengelolaan  data pengawasan  dan

penvusunan laporan kegiatan pengawasan |

(2 Beb Bagian Umum  mempunyval tugas melaksanakan arusan
administras) kepegawalan, rumah  tangga, perlengkapan, suarsl
menyural, kearsipan, perjalanan dinas dan pemelibaraan barang-
Lurang mventans ;

T,
"t
—

Sub DBagiin Keudangan mempunva ingas melakikan penyiapan
hethanr penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan,
pembukuan, melakukan perhitungan dan verifikasi serta mengarnis
perbendaharas.

Hagian Keliga
EIDANG PEMERINTAHAN
Frasal 10

Bidang Pemenntalian  mempunya lugas melakokan pemerniksaan
terhadap penvelengegaraan pemerintahan nmam, pemernniaban Daerah,
pemernntahan Desa | Helurahan, Kesatnan Bangsa, Ketentraman dan
Heterfiban, pembinaan dan pendavapunaan aparatur, Pembangunan
Masvarskal Desa serta kasus-kasus Pertanaharr,

Pasal 11

Urntuk  menvelenpparakan tueas  ftersebut pada pasal 10, Bidang
Pemenntahan mempunyal fungs: .

4. Peoviapan bahan dan penviusunan rencana pemeriksaan ;

b, Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan
tugas pemeriksaan |

o, Prelaksanaan  pemerksaan techadap kegiatan- kegiatan i Bidang
Pemerintahan  Ilacrah, Pemerintahan Desa [/ Kelurahan,

Pembangunan dess dan Pertanahan

d.  Pelaksanaan pemeriksasn terhadap kegatan-kegiatan di Bidang
hesatuan Hangsa, Ketentraman dan Ketertiban serta pembinasn
Perlindungan Masyaiakat ;

. Pelaksanasn pemenkaasan terhadap kegiatap-kegiatan di Bidang
pembitaan Aparalur dan Administmsi Kepegawaian |

. Peoyiapan bahan, peovoasunsan dsn peoyampaian laporan hasil
pemeriksaan |

g. Pelaksanaan tugas lain vang dibpenkan oleh ajasan,

Pamal Ve



-

Faza]l 132

Dyisrg Pemermiahan terdiri dar

L]

(3

2 lang Prmermmizhan dan Pertanahan ;
b Sidang kesatuan Bangsa dan Tramtib
sub Bxdang Pembinaan Aparator ;
Sub Bulang Pemenntahan Desa dan Kelumbian,
Pasal 13
Sub Bulang Pemenntaban dan Pertapshan moempunyal tugas

membantu Bidang Pemerintahan dalam melalukan pemeriksaan
rerhadap penyelenggaranan  pemennolaban  umuem, Pemernntahan
Itactah dan kasus-kasus pertanahan |

Sub Bidang Kesatuan Hangsa dan Tramtibh mempunyar tugas
menbanta Bulang Pemennlahan dalam melakoakan  pemenksasn
terhadap penvelenggaraan pembinazn Ketentraman dan Ketertiban,
Kesatuan Bangsa dan pembinasu Perlindungan Masyamkat |

sull Buidang Pembinasan Apamtar mempunysi lagas  mmembanta
Bidang Pemerintahan daiam melalulkan pemeriksaan terhadap
]”'"-|_"-'1‘]¢"|.|;:':_§.{HT'-'.'HJ]J FJT.'Uth.'I'li'li"l]'J ileam I}L‘-Ildﬂ"'ﬂ_ﬂlllli’iiﬂl aparatiur seris
admimsTras Kepegawaian |

Suh Bidang Pemerintahan Desa dan Helarahan mempunyvai tagas
membantu Bilanp Pemerintahan dalam melakokan pemeriksann
terhadap penvelenggaraan pemermntalian Desa [/ Kelurahan serta
pembanguman masyarakat Desa.,

Bagian keempat

BIDANG KESEJAHTERAAN BOBIAL

Hasal 14
Bidang [escjahteraan  Sosiail meimpinyai mgas  melalorkan
pemenkssan terhadap  penvelengparaan pembinaan  peningkatan
kestjaheraan rakysl,  Agama,  Pendidikan, Kependudukan dan
Lingkungan Hiduap.

Pasal 15

Untuk menyelenpggarmkan tugas i maksud pads pasal 14, Bidang
Resejahileraan Sosial mempunya: fungsi |

2 8

Petniviapan bahan dappenyvasunan rencans pemenkssan

Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan
tugas pemerilsaan |

Pelaksannan  pemeriksaan terhadap kegiatan di bidang
Fesejahterasan Rakyat, Agamsa, Pendidikan, Kependudukan dan

Linghkungan THduap

- , P s
. Peoyiapan ..o
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Penyvizpan bahsn, menyusun dan menyampaikan laporan hasi
pemeTIKSSET

Pelaksanasn tupas lain vang diberikan olch atasan.

Pazal 16

Bidang Kesejahterasun Sosial terdin dari ;

k.

3

Sub Bidang Apama dan Pendidikan |
Sub Bidang Nependudukan dan Linglungan Hidup;
Sub Bidang Kessjahtleraan,

Pasal 17

Sub Bidang Agama dan Pendidikan mempunyai fugas membantu
Bidang Kesejahteraan  Sesial  dalam melakukan  pemeriksaan
terhadap penvelengpaman pembinaan Agama dan Pendidikan |

Sub Bidang HKependadukan dan Lingkungan Hidup mempunya
tigas membanin Bidang Kescjahteraan Sesial dalam melakukan
pemeriisann terhadap  penvelenggarasn Kependudukan  dan
Neluarga  Herencana,  Lingkungan  Hidup, Teoaga Kerja dan
Transmigras |

Sul Bidang kesejahterazan mempunyal tigas membant Bidang
Kescjabilerann  Sosial dalam  melakukan pemeriksaan  terbadap
penyvelengearnan  kesehatan masyvarmmkat dan pembinaan  bidang
srmial

Bagian kelima

BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Pagal |H

Sidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan
pemeriksaan terhadap perencansan, penvelenggaraan peningkatan
sekior perckopominn dan pembangunan Sarana dan Prasamna

Pazal 19

Untuk menvelengparakan tugas di maksud pada pasal 18, Bidang
Perekonomian dan Pombangnnan mempunyad fangsi

-

1

h.

.

peoviapan bahan dan penyusunan renocana pemeyiksast |

Pembenan pemnpak, mengawasi dan membinbing . pelaksanaan
Migas pemeriksaan |

Pelaksanaan pemeriksanan terhadap kegiatan-keglatan i bidang
perckonomian dan pembangunan, Sarana dan Prasarana |

Penvispan hahan, menvusun dan menyampaikan laporan hasil
pemeriksaan |
. Pelaltsanasn



-8 -

0 tiegas lein vang diberikan oleh atasan.
Pasal 20
Bidang Pervkonomian dan Pembangunan terdin dan

a. 5ub Bidang Pertanmian, Perhubungan dan Panmwisata ;
b, Sub Bidang lndust, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan ;
oo Bub Bidang Pembangunan Sqamand dan Prasamnas,

Pasal 21

(1] Sub Bidang Pertanian, Perbubungsan dan Pariwisata  mempuonyai
tugas membantu Bidang Perckonomian dan Pembangunan dalam
melakukan pemenksasn lerhadsp penyelenggaraan sekior
Pertanian, Perkebunan,  Peternakan, Perilkanan, Kehutanan,
Perhubungan dan Paciwisata

(2] Sub Bidang Induestnn, Perdagangsn, Koperasi dan Perlambangan

mempunyal  tngas membantn Bidang  Perckonomian  dan
Pembangunan  dalam melalknlkan pemeniksaan terhadap
peavelengparaan  sekior [ndosud, Perdagaogan, Roperasi dan
Pertambangan ;

L
—

sub Bidang Pembangunan Samna dan Prmsamns mempunys tugas
membanta  Bidang  Perekonomian  dan Pembangunan  dalam
melakukan  pemerikspan terthadap  penyvelengparaan scktor
pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik.

Eagian Keenam
BIDANG PENGELOLAAN XEUANGAN DAERAH
Pas=al 22
Hidang Pengelolaan Keunangan Dacrabh mempunyal tagas melakuabkan
pemeriksann  lerhadap  pengelolaan  keuanpgan, pembinaan dan
peningkatan  pendapatan daemb,  peogelolaan dan pembinaan
kekavasan dan peralatan milik Negara | Dacrah,

Foasal 253

Untuk menvelenggarakan tugas di maksud pada pasal 22, Bidang
Hengelolaan Keuangan Daerah mempunyal lungs:

4. Peoviapan bahan dan penvusunan rencana pemeriksaan |

b Pembenan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan
tugas pemeriksaan,

o, Pelaksanaan pemenksaan tethadap kepiatan-kegialan di Biudang
Pengelolaan Keuangan Dacrah, Pendapatan Dacrah, Kekayvaan dan
peralatan Milik Negara [/ Daemmh

d. Penyiapan bahan, menvusun dan wenvampaiksn laposn hasil
premeriksaan
. Pelaksansan o



[1]

(2]

€

g

pelvsanson ugas lam vang diberikan oleh atasan
Pasal 24
g Penpriolasn Neuangan Daerah terdiri dam !

idang Heuangan, Pendapatan dan Pengelnaran |
dang Usaha Daerah dan Pendapatan Lain-lain
dang Kelavaan dan Peralatan

k
Bh
Pasal 25

Sub Bidanp Keusngan, Pendapatann dan Pengeluaran mempunya
rugas membantu Bidang Pengelolaan Keuangan Dacrab dalam
melakukan  pemerilksaan terhadap pengelolsan Keuangan,
Pendapatan Dacrab dan pengeluaran Kenangan

Sub Bidang Usabha Docrah dan Pendapatan lain-lain mempuryai
ligas membantu Bidang Pengelolaan Keuangan  Daerah dalam
melakukan pemeriksaan  terhadap pengelolaan, pembinaan dan
pengembanegan usaha Dacrall dan pendapatan lain-lain |

Sub Bidanyg Kekavaan dan Peralatan mempunyai tugas membeanto
Hidlang  Pengelolaan Kewangan  Daerah dalam - melakukan
Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pembinaan RKekayaan dan
Peralatan Milik Negaem [/ Daerah, penyelenggaran  pengadaan,
pemeliltaraan dan peaghapasan kekayvaan milik Negara | Dacrah,
Bagian Ketnjuh
HELOMPOK JABATAN FUNGBIONAL

Pasal 20

Kelompol Jabatan Fungsional  mempunvai tugas  melaksanakan
sebagian Lugas Badan sesuai dengan bidang keahlian (enaga fungsional
masing-masing  berdasarkan peraturan  peroodang-undangan vang
berlalo,

[2)

&

(4]

Paggl 27

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah  lenapa
fungsional vang lerbagi dalam berbagal tenaga fungsional sesuat
dengan bitang keahliannya |

Masing-masing  kelompok  tenaga fungsional i pimpin  oleh
seorang  lenags fungsional senior yang di tunjuk oleh kepala
iadan |

Jumiah tenapa [ungsional tersehut pada ayal (1) ditentukan
benlasarkan kebutmhan dan beban kena

Jenis dan jenjang abatan fungsional sebagaimana i maksud avat
(1) i atur berdasarkan perataran peruodang-undangan  vang

herlabog.

BRIV



BA R LY
PERUTUP
Fasal 28

Fal = Bal vang belum di amr dalam Kepatusan ol sepanjang meugenal
pelaksanaannva akan ditetapkan tersemdm oleh Bhapai.

Masal 29
Reputusan ind wudad berkaku pada tanggal dinndangkan
Agar  supaya sebonp orang  dapat  wengetaliomys,  menerintablon
Fepgiindangan Keputusan inldengan pepempotmannys dalam Lembararn

Diracrab Balvpaten Misera B,

Titetapkan vl whanrs Ean
pada tangeal 5 Mel 2ol

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD BOFJAN EFFENDIE
Diundangican el Mudrs Enam
parta mmeeal  F M2l 260l
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